
BUPATI BONE 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI BONE 

NOMOR 4\ TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE 
TAHUN 2018 

DENOAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal IO Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertmggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana eeee Tahun 
2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang 
Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bone 
Tahun 2018; 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Percncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tam bah an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nemes 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Oesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pcmerintah Nomor"47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumbcr Dari 
Anggaran Pcndapatan Dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Oesa 
Yang Bersumbcr Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Menteri Ocsa, Pembangunan Oaerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 
tentang lndeks Desa Membangun (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Oesa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

11 .  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Oaerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2017 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor1883); 

12. Peraturan Oaerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Lcmbaran Oaerah 
Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 

13. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rineian Dana Desa 
Setiap Oesa Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018, 
Serita Daerah Ka bu paten Bone Tahun 2017 Nomor 83); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANO PEDOMAN 

PENGGUNMN DANA DESA DI KABUPATEN BONE 

2018 

TEKNIS 

TAHUN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Oaerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bone. 
4. Camat ada1ah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. 
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihonnati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

6. Dana Oesa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota · dan 
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan 
warisan yang maerh hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat 
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan maeyarakat. 

8. Kewenangan lokal berskala Dess adalah kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh 
Dcsa at.au mampu dan efektif dijalankan oleh Dcsa atau yang muncul 
karena perkembangan Dcsa dan prakasa masyarakat Dcsa. 

9. Musyawarah Dcsa atau yang disebut dengan nama Jain adalah 
musyawarah antara Badan Pennusyawaratan Dess, Pemerintah Desa, 
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Sadan 
Pennusyawaratan Dcsa untuk menyepakati haJ yang bersifat strategis. 

JO. Pemerintah Dess adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
Jain dibantu perangkat Dess sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa. 

11 .  Pemerintahan Dess adalah penyelenggaraan urussn pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesstuan Republik Indonesia. 

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Desa. 

13. Pemberdayaan Masyarakat Oesa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber days melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan csensi 
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Dess. 



14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adaJah pilihan kegiatan yang 
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiat�n lainnya untuk 
dibiayai dengan Dana Desa. 

16. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata 
yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah 
berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa). 

17. Desa Mandiri ada\ah Desa maju yang memiliki kemampuan 
melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup 
dan kehidupan sebesar besamya kesejahteraan masyarakat Desa 
dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara 
berkelanjutan. 

18. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumberdaya sosial, 
ekonomi dan ekologi, eerte kemampuan mengelolanya untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, 
dan menanggulangi kemiskinan. 

19. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang 
memitiki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum 
mengelolanya eecara optimal untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi 
kemiskinan. 

20. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, 
ekonomi, dan ekologi tetapi be\um, atau kurang mengelolanya dalam 
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup 
manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

21. Desa Sangat Tertinggal adaJah Desa yang mengalami kerentanan karena 
masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga 
tidak berkemampuan mengelo\a potensi sumber daya sosial, ekonomi, 
dan ekologi, serttt mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

BAB II 

TUJUAN DAN PR1NSIP 

Pasal 2 

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk: 
a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam 
melaksanakan program dan kegiatan; 

b. memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. 

Pasal 3 

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip·prinsip: 
a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga 

Desa tanpa membeda·bedakan; 
b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang 

lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 
kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; 

c. kewenangan Desa., dengan mengutamakan kewenangan hak asa.1 usul 
dan kewenangan lokal berskala Desa; 

d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat; 
e. swakelola dan berbasis sumberdaya Desa mengutamakan pelaksanaan 

secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, 



mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan 
keariran lokal; dan 

f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 
karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi 
Desa yang khas, serta perubahan atau perkembanga,n dan kemajuan 
Desa. 

BAB [[I 

PRIORITAS PENGOUNAAN DANA DESA 

Pasal 4 

(I) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program 
dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai 
pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. 

(3) Program dan kegiatan yang bersifat Jintas bidang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau 
kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan 
sarana olahraga Desa sesuai kewenangan Desa. 

(4) Pembangunan aarana olahraga Desa scbagaimana dimaksud pada ayat 
(3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa 
Bersama. 

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa di 
ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa. 

BABIV 

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS 

PENOOUNAAN DANA DESA 

Pasal 5 

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian 
dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa 
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten. 

Pasa! 6 

(I) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati 
dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. 

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

(3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

(4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Be\anja 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan 
Desa. 

Pasal 7 

(1) Dalam percncanaan program dan kegiatan penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (l).dapat mempertimbangkan 
tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa. 



(2) Dalam ha.I pemetaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa 
untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa menggunakan data 
lndeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi . 

(3) K1asifikasi status desa berdasarkan lndeks D(sa Membangun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : 
a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks 

Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155. 
b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki lndeks 

Desa Membangun kurang dan sama dengan ($) 0,8155 dan lebih 
besar {>) dari 0,7072. 

c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki 
lndeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($) 0,7072 dan 
lebih besar (>) dari 0,5989. 

d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki 
lndeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($) 0,5989 dan 
lebih besar (>) dari 0,4907. 

e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang 
memiliki lndeks Desa Membangun kurang dan leb1h kecil ($) dari 
0,4907. 

(4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan serta format pelaporan tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 8 

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati 
menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa 
dan melimpahkan tugas tersebut kepada Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. 

(2) camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan 
prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan 
perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan 
masyarakat Desa. 

(3) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan 
tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam 
Musyawarah Desa, discsuaikan dengan format laporan Desa yang 
berlaku secara berkala. 

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat {21 
dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan 
disa.mpaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan scsuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 1 1  
Tahun 2017 tentang Pe<loman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten 
Bone Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal 10 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone. 
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LAMPJRAN: 
PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN 
DANA DESA 01 KABUPATEN BONE TAHUN 2018. 

SISTEMATIKA 

BABI PENDAHULUAN 

BAB II KEB!JAKAN PENGATURAN DANA DESA 

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT 
B. PENGATURAN DANA DESA 
C. KETENTIJAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 
D. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNMN DANA DESA 
E. PRIORITAS PENGOUNMN DANA DESA DI KABUPATEN BONE 

TAHUN 2018 

F. RINCIAN KEGIATAN PRIORTTAS 810AN0 PEMBANGUNAN DESA 
G. RINCIAN KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYMN 

MASYARAKAT DESA 
H. PENOEMBANOAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK 

OIBIAYAI DANA DESA 
I. CONTOH MODEL. PRIORITAS PENOOUNAAN DANA DESA TAHUN 

2018 

BAB Ill PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN 
A. PENDAMPINOAN 
B. PEMBINMN 
C. PELAPORAN 

BAB IV PENUTUP 

LAMPI RAN 
Contoh Format I. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati 
Conteh Formal 2. Laporan Bupati/Walikoia Kepada Oubemur 



BABI 

PENDAHULUA.Jf 

Undang·Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya 
disebut UU Desa) memandatkan Cesa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwcnang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa 
Oesa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum 
menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya 
yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan 
Desa pada dasamya merupakan milik Desa sehingga penetapan 
penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, 
UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakst. Kewenangan 
Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa 
sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan 
hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi daripada Peraturan Desa. 

Penetapan prioritas penggunaan Dana Oesa dikelola berdasarkan tata 
kelola Cesa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan 
prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka 
partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Oesa 



BAB II 

KEBIJAKAJf PENGATURAN DANA DES/. 

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT 

I. Mak.sud 
Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa. 

2. Tujuan 
a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang 

menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018 

3. Manfaat 
Sebagai pedoman bagi Desa dalarn menetapkan prioritas penggunaan 
Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

8. PENGATURAN DANA DESA 

l . Penetapan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa 
Ke .... -cnangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada 

urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan 
lokaJ berskala Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa 
harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan 
peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan 
kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi dan 
kebutuhan lokal. Karcnanya, kcgiatan yang dibiayai Dana Dcsa wajib 
masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian desa berwenang 
membuat peraturan desa yang mengatur tentang penggunaan dana desa 
untuk membiayai kegiatan. 

2. Penggunaan Dana Dcsa sebagai Bagian Perencanaan Dcsa 
Undang-Undang Dcsa memandatkan bahwa Pemerintah Desa 

menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan 
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 
Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara 
berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM 
Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen 
perencanaan Dcsa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang 
menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Dcsa dan RKP Desa 
merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber 
pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa. 

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari 
mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, 
RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan·kegiatan yang dibiayai Dana Desa 
harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. 

3. Penetapan Penggunaan Dana Desa Melalui Musyawarah Desa 



Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang 
pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah 
Desa. Sadan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur 
masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan 
menyepakati ha! yang bersifat strategis dan berdasar,kan kewenangan 
Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan 
Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam 
musyawarah Desa. 

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir 
dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan 
penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang drsepakati untuk dibiayai 
dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam 
menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa. 

4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Oesa 
Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana 

Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan 
BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan 
Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar 
dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Oesa 
tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam 
penyusunan Peraturan Desa. 

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang 
APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan 
dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, 
pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa 
yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib 
dibatalkan oleh bupati/walikota 

C. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DE:SA 

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan 
Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang 

sebesar-beaamya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat. kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana 
Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk 
a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan; 
b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; 

dan 

c. meningkatkan penanggulangan kemisk.inan melalui pemenuhan 
kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas 
dan margina1; 

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai 
Dana Oesa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan 
cara: 
a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan 

dan/atau pendidikan warga Oesa lebih diutamakan; 
b) kegiatan yang semak.in bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja 

dan peningkatan pendapatan warga Oesa lebih diutamakan; dan 
c) kegiatan yang semakin bennanfaat bagi penanggulangan 

kemisk.inan Jebih diutamakan. 
2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat 



Undang·Undang Oesa memandatkan pembangunan Oesa harus 
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan 
guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 
Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam 
pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikuteertaken 
masyarakat Desa da\am perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 
dan pengawasan pembangunan Desa. 

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan 
kegiatan prioritas penggunaan Dana Oesa di\akukan dengan cara: 
a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih 

diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih 
sedikit didukung masyarakat Desa; 

b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh 
masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Oesa 
bersama masyarakat Oesa lebih diutamakan dibandingkan dengan 
kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan 

c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat 
Desa lebih diutamakan. 

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan 
Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan 

dengan memastikan bahwa kegiatan·kegiatan yang dibiayai dengan 
Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam 
pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. 
Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya 
diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa. 

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan 
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang 
pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. 
Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besamya untuk 
mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang 
dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di 
ruang publik a tau ruang yang dapat diakses masyarakat Oesa. 

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa 
Perencanaan kegiatan Oesa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. 
Tipologi Desa merupakan fakta, karaktcristik dan kondisi nyata yang 
khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, 
berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. 
Pengelompokkan tipologi Oesa dapat diuraikan sekurang-kurangnya 
berdasarkan: 

a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi: 

1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa 
masih kuat); 

2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan 
beragam asal keturunan); dan 

3) Oesa campuran geneologis-teritorial. 

b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi: 



I) Desa pcaisir/Desa pantai; 
2) Desa dataran rendah/lembah; 
3) Desa data.ran tinggi; dan 
4) Desa perbuk.itan/pegunungan. 

. 

c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi: 

I) Desadengan permukiman menyebar; 
2) Desa dengan permuk.iman melingkar; 
3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan 
4) Desa dengan permuk.iman memanjang {seperti pada bantaran 

aungai/pinggir jalan). 

d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan 
utama masyarakat meliputi: 

I) Desa pertanian; 
2) Desa nelayan; 
3) Desa industri (akala kerajinan dan/atau manufaktur dengan 

teknologi sederhana dan madya); dan 
4) Desa pcrdagangan (jasa·jasa). 

e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa 
meliputi: 
I) Desa sangat tertinggal; 
2) Desa tertinggal; 
3) Desa berkembang; 
4) Desa maju; dan 
5) Desa mandiri. 

D. MEKANTSME PENETAPAN PRIORITAS PENOOUNAAN DANA DESA 

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai 
berikut: 
I. Tahap Musyawarah Desa 

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Sadan Pennusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis, eepern penggunaan dana Desa dalam ha1 pembagunan Desa 
dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, 
dan transparan. 

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian 
dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati 
da\am musyawarah Desa. Pembahasan penetapan pnontas 
penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk 
penyusunan RKP Desa. 

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam 
musyawarah Desa berdasa.rkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan 
kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa 
terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam 
dokumen Serita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai 
peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa. 

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa 



Kepala Oesa wajib mempedomani hasil kesepakatan 
musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana 
Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana 
Desa tennuat dalam dokumen rancangan RKP Desa. 

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta 'data IDM, Kepala 
Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan 
berdasarkan perhitungan terhadap: 
a. kemanfaatan hasil kegiatan; 
b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran scrta 

masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan; 
c. penge\olaan dan pemanfaatan hasil kegiatan scrta perawatan dan 

pelestariannya; 
d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan; 
e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam scrta 

sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola 
secara mandiri oleh Desa; dan 

r. tipologi Oesa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai 
Dana Oesa scsuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa. 

3. Tahap Penetapan RKP Oesa 
Kepala Oesa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat 

Desa rancangan RKP Oesa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan 
yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa 
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
(musrenbang Oesa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat 
Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan 
yang dibiayai dari Dana Oesa harus dibahas dan disepakati dalam 
musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa 
menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun 
Peraturan Desa tentang RKP Desa. 

4. Tahap Penyusunan Rancangan APBOesa 
Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana 

Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk 
membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang 
sudah ditetapkan dalam RKP Oesa. Kepala Oesa dilarang seeara 
sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana 
Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. 

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari 
Rancangan Peraturan Oesa tentang APB Oesa. Kepa\a Desa 
berkewajiban mensosialisasikan dan menginfonnasikan kepada 
masyarakat Oesa perihal Rancangan Peraturan Oesa tentang APB 
Oesa. Sosialisasi rancangan APB Oesa dilakukan sebelum dokumen 
Rancangan Peraturan Oesa tentang APB Desa disampaikan Kepala 
Oesa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. 

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan 
keberatan kepada Kepala Oesa apabila rancangan penggunaan Dana 
Oesa berbeda dengan rencana yang _sudah ditetapkan da1am 
Peraturan Oesa tentang RKP Desa. Da1am ha1 Kepala Desa berkeras 



untuk mengubah rencana penggunaan Dana Cesa yang sudah 
ditetapkan dalam RKP Cesa, maka BPD berkewajiban 
menyelenggara.kan musyawarah Cesa untuk membahas dan 
menyepakati rcncana penggunaan Dana Cesa. Dengan demikian, 
rancangan Peraturan Desa tentang APB Oesa yang disampaikan 
Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat harus dipastikan diterima 
oleh sebagian besar masyarakat Cesa. 

E. PRIORITAS PENOOUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE TAHUN 

2018 

I. BIDANO PEMBANGUNAN DESA 

a. Desa Tertingga1 dan/atau Desa Sangat Tertinggal 
memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: 
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 

sarana prasarana dasar; dan 
2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan 
pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung 
pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, 
usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Oesa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. 

b. Oesa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa 
pada: 
I) Pembangunan, pengembangan dan pemelihaman 

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana 
produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung 
penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, 
usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi 
lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Oesa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan; dan 

2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta 
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan 
yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses 
masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan 
lingkungan. 

2. BIDANG PEMBERDAYMN MASYARAKAT 

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal 
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk 
merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: 
l) pembentukan BUM Cesa dan/atau BUM Desa Bersama 

mela1ui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribus, 
dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala 
produktir dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasah perdesaan; 



2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi 
dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui 
akses permodalan metalui BUM Desa dan/atau BUM Desa 
Bersama, pengelolaan produksi, distnbusi dan pemasaran 
bagi usaha ekonomi pertanian berskala p?'Opuktif dan usaha 
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan; 

3) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan 
hidup bagi masyarakat Desa. 

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa 
yang meliputi: 
I) penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui 

penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan 
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif 
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 

2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi 
dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui 
akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, 
penge\olaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha 
ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi 
lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan; 

3) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan 
pembentukan wirausahawan di Desa; 

4) pengembangan Japangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan 
hidup bagi masyarakat Desa. 

c. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, maupun Desa 
Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring 
Komunitas Wira Desa yang meliputi: 
I) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial 

dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan 
perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat 
marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang 
disabilitas; 

2) pengelolaan secara partisipatif kegiatan petestarian 
lingkungan hidup; 

3) pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, 
penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar 
biasa lainnya; 

4) pengembangan kapasitas masyarakat Oesa untuk 
berpartisipasi dalam mengelo\a Dana Desa secara transparan 
dan akuntabel; dan 

5) peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata 
kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. 

d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, maupun Desa 
Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar 
Budaya Desa yang meliputi; · 



I) membentuk dan mengembangkan buda,ya hukum serta 
menegakkan peraturan hukum di Cesa; 

2) membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi 
untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan 
komunikatif; dan , 

3) penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Oesa. 

F. RINCIAN KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN CESA 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Cesa menjelaskan 
tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana 
dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta 
pemanfaatan sumber da,ya alarn dan lingkungan secara berkelanjutan. 
Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa 
adalah sebagai berikut: 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana Desa. 
IJ Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: 
a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir 

miskin; 
b) penerangan lingkungan pemukiman; 
c) pedestrian; 
d) drainase; 
e) selokan; 
f) tempat pembuangan sampah; 
gJ gerobak sampah; 
h) kendaraan pengangkut sampah; 
i) mesin pengolah sampah; dan 
j) sarana prasarana lingkungan pemukiman \ainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalarn musyawarah 
Deea. 

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana transportasi, antara lain: 
a) tambatan perahu; 
b) jalan pemukiman; 
c) jalan poros Desa; 
d) jalan Cesa antara permukiman ke wilayah pertanian; 
e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 
I) jembatan Cesa; 
gJ gorong-gorong; 
h) terminal Desa; dan 
i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan 

sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana dan prasara.na energi, antara Jain: 
a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
b) pembangkit listrik tenaga diesel; 
c) pembangkit listrik tenaga matahari; 
d) instalasi biogas; 
e) jaringan distribusi tenaga Jistrik; dan · 



I) aarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan sesuai 
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana informasi dan komunikasi, antara If.in: 
a) jaringan internet untuk warga Oesa; 
b) website Desa; 
c) peralatan pengeras suara (loudspeaker!; 
d) te\epon umum; 
e) radio Single Side Band {SSB); dan 
I) sarana prasarana komunikasi Jainnya yang sesuai dengan 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar. 
I) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana prasarana kesehatan, antara lain: 
a) air bersih berskala Desa; 
b) sanitasi lingkungan; 
c) jambanisasi; 
d) mandi, cuci, kakus (MCKJ; 
e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 
I) alat bantu penyandang disabilitas; 
g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 
h) balai pengobatan; 
i) posyandu; dan 
j) poskcsdcs/polindesa; 
k) posbindu; 
l} reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; 

dan 

m) sarana prasarana kesehatan Jainnya yang sesuai dengan sesuai 
dengan kcwenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Dcsa. 

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara Jain: 
a) taman bacaan masyarakat; 
b) bangunan PAUD; 
c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya; 
d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini; 
e) taman belajar keagamaan; 
I) bangunan pcrpustakaan Desa; 
g) buku/bahan baeaan; 
h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
i) sanggar seni; 
j) film dokumenter; 
k) peralatan kesenian; dan 
I) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana usaha ekonomi Desa. 
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 



a) bendungan berekala keeil; 
b) pembangunan atau perbaikan embung; 
c) irigasi Desa; 
d) percetakan Jahan pertanian; 
e) kolam Hean; 
I) kapal penangkap Hean; 
g} tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 
h) tambak garam 
i) kandang temak; 
j) mesin pakan temak; 
k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan 
I) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah 
0eM. 

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan 
dan usaha perta.nian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, 

kopi,coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 
b) lumbung Desa; 
c) gudang pendingin (cold storagej; dan 
d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a) mesin jahit; 
b) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 
c) mesin bubut untuk mebeler; dan 
d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 
unggulan kawasa.n perdesaan, antara Jain: 
a) pasar Desa; 
b) pasar sayur; 
c) pasar hewan; 
d) tempat pelelangan ikan; 
e) toko online; 
I) gudang barang; dan 
g} sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Oesa. 
5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana Desa Wisata, antara lain: 
a) pondok wisata; 
b) panggung hiburan; 
c) kios cenderamata; 
d) kics warung makan; 
e) wahana pennainan anak; 



f) wahana permainan outbound; 

g) taman rekreasi; 
h) tempat penjualan tiket; 
i) rumah penginapan; 
j) angkutan wisata; dan 
k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainn'ya yang sesuai 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

6) Pengadaan, pembangunan, pemanraatan dan pemeliharaan sarana 

danprasarana Teknologi Tepat Ouna (TTG) untuk kemajuan 
ekonomi yangdifokuskan pembentukan dan pengcmbangan produk 
unggulan dcsa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, 
antara lain: 
a) penggilingan padi; 
b) peraut kelapa; 
c) penepung biji·bijian; 
d) pencacah pakan temak; 
e) sangrai kopi; 
f) pemotong/pengiris buah dan sayuran; 
g) pompa air; 
h) traktor mini; dan 
i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai kewenangan desa 

dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d. Pcngadaan, pembangunan, pengembangan dan pcmeliharaan sarana 

prasarana untuk pelestarian Jingkungan hidup antara lain: 
I) pcmbuatan terasering; 
2) kolam untuk mata air; 
3) plesengan sungai; 
4) pcncegahan abrasi pantai; dan 
5) sarana prasarana untuk pclestarian lingkungan hidup lainnya yang 

sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
c. Pcngadaan, pembangunan, pengembangan dan pcmeliharaan sarana 

prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian 
luar biasa lainnya yang meliputi: 
I) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 
2) pcmbangunan gedung pengungsian; 
3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 
4) rehabilitasi dan rekonstruksi llllgkungan perumahan yang terkena 

bencana alam; dan 
5) sarana prasarana untuk pcnanggulangan bencana yang Jainnya 

sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

G. RINCIAN KEGIATAN 

MASYARAKAT DESA 
PRIORITAS Bl DANG PEMBEROAYMN 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan 
bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan 
kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu 
kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa 
dan lembaga adat, scrta kesatuan tata ekonomi dan Jingkungan. 
Pcmberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya 
pengembangan kemandirian dan kescjahteraan masyarakat dengan 
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 
kesadaran, scrta memanraatkan sumber "daya melalui pcnetapan 
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang scsuai dengan 



esensi masalah dan pnontas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan­ 
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa 
adalah sebagai berikut: 
a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 

I) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara 
lain: ' 
a) penycdiaan air bersih; 
b) pe!ayanan kesehatan lingkungan; 
c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit 

seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/ AIDS, 
tuberklosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa; 

d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat; 
e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat 

untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 
ij kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan 

anak dan perlindungan Anak; 
g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 
h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu 

hamil, nifas dan menyusui; 
i) pengobatan untuk lansia; 
j) keluarga berencana; 
k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 
I) pelatihan kader kesehatan masyarakat; 
m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan 

perlindungan Anak; 
n) petatihan pangan yang sehat dan aman; 
o) pelatihan kader Oesa untuk pa.ngan yang sehat dan aman; dan 
p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
da1am musyawarah Desa. 

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan 
antara lain: 
a) bantuan insentif guru PAUD; 
b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 
c) penyelenggaraan pelatihan kerja; 
d) penyelengaraan kursus seni budaya; 
e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; 
ij pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 
g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 

scsuai dcngan kcwcnangan Dcsa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan 
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. 
I) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 

a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 
b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 
c) pengelolaan lingkungan pemuk.iman lainnya yang sesuai 

kewenangan Oesa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 

a) pengclolaan terminal Desa; 
b) pengclolaan tambatan perahu; dan 
c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dcngan 

kewenangan Dcsa dan diputuskan dalam musyawarah Oesa. 
3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: 

a) pengolahan limbah petemakan untuk energi biogas; 



susu sapi; 
kopi; 
coklat; 
karet; da.n 

pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa .. 

3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang dirokuskan pada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a) meubelair kayu dan rotan; 
b) alat-alat rumah tangga; 
c) pakaianjadi/konveksi; 
d) kerajinan tangan; 
e) kain tenun; 

b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
d) pengelolaan pembangkit Jistrik tenaga angin; dan 
e) Pengembangan energi terbarukan Jainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam mus_yawarah Desa. 
4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 

a) sistem infonnasi Desa; 
b) koran Desa; 
c) website Oesa; 
d) radio komunitas; dan 
e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Oesa dan diputuskan dalam musyawarah 
0.M. 

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan 
prasarana ekonomi. 
I) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan 

dan usaha pertanian yang difokuskan pada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
a) pembibitan tanaman pangan; 
b) pembibitan tanaman keras; 
c) pengadaan pupuk; 
d) pembenihan ikan air tawar; 
e) pengelolaan usaha hutan Oesa; 
Q pengelolaan usaha hutan sosial; 
g) pengadaan bibit/induk temak; 
h) inseminasi buatan; 
i) pengadaan pakan temak; dan 
j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Oesa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a) tepung tapioka; 
b) kerupuk; 
c) keripik jamur; 
d) keripik jagung; 
c) ikan asin; 
Q abon sapi; 
� 
h) 

i) 

ii 
k) 



O kain batik; 
g) bengkel kendaraan bennotor; 
h) pedagang di pasar; 
i) pedagang pengepul; dan 
j) pengelolaan jasa dan industri kecil \ainnya yang sesuai 

kewenangan Desa dan diputuskan da\am musyawarah Desa. 

4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa 
Bersama, antara lain: . 
a) pendirian BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama; 
b) penyenaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan 
c) penguatan pennodalan BUM Dess dan/atau BUMDesa. Bersa.ma; 

dan 

d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 

5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang 
difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a) pengelolaan hutan Desa; 
bJ pengelolaan hutan adat; 
c) industri air minum; 
dJ industri pariwisata Desa; 
e) industri pengolahan ikan; dan 
O produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang 

difokuskan pada pengembangan usaha layananjasa, antara lain: 
a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 
b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi; 
c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 
d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 
dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
a) hutan kemasyarakatan; 
b) hutan tanaman rakyat; 
c) kemitraan kehutanan; 
d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha 
8) ekonomi masyarakat; dan 
O pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi Jainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TI'G) untuk 
kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
a) sosialisasi ITG; 
b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa 



c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan 
sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan 
komumkasi serta pengembangan jasa dan industr;i kecil; dan 

di pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha 
ekonomi la.innya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
a) penyediaan infonnasi harga/pasar; 
b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat 

dan/atau koperasi; 
c) kerjasama perdagangan antar Desa; 
d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 
e) pengelolaan pemasaran la.innya yang sesua.i kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi 

bencana scrta kejadian luar biasa la.innya yang meliputi: 
1) penyediaan layanan inronnasi tentang bencana alam; 
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 

a lam; 
3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; 

don 

4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang la.innya sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1) pembibitan pohon langka; 
2) reboisasi; 
3) rehabilitasi lahan gambut; 
4) pembersihan daerah aliran sungai; 
5) pemeliharaan hutan bakau; 
6) perlindungan terumbu karang; dan 
7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
r. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa 

yang demokratis 
1) Mendorong partlsipasi masyarakat dalam perencanaan dan 

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swaketola oleh Desa, 
antara lain: 
a) pcngcmbangan sistcm informasi Desa; 
b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara 

berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan 
somber daya alam yang ada di Desa, antara Jain: 
a) penyusunan arah pengembangan Desa; 
b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa 

yang berkelanjutan; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
3) Menyusun perencanaan pembangunS:n Desa sesuai dengan 

prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: 
a) pendataan potensi dan aset Desa; 
b) penyusunan profil Desa/data Desa; 



c) penyusunan peta aset Desa; dan 
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kcwcnangan Desa dan 

diputuskan da\am musyawarah Desa. 
4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada 

kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, 
dan kelompok marginal, antara lain: ' 
a) sosialisasi penggunaan dana Desa; 
b) penyelenggaraan musyawarah kclompok warga miskin, warga 

disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 
c) penyusunan usulan ke\ompok warga miskin, warga 

disabilitas,perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan 
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
SJ Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, 
antara lain: 
a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan asel Desa 

berbasis data digital; 
b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka 

untuk publik; 
c) pengembangan sistem informasi Desa; dan 
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan 

Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain : 
a) penyebarluasan inrormasi kepada masyarakat Desa perihal hal­ 

hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 
b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 
c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
7) Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan 

dan pelatihan kader pemberdayaan masya.rakat Desa yang 
diselenggarakan di Desa. 

8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber 
daya manusia masya.rakal Desa untuk pengembangan Lumbung 
Ekonomi Desa yang difokuskan pada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri 

kccil dan perdagangan; 
b) pelatihan teknologi tepat guna; 
c) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai 

kondisi desa; dan 
d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/atau procluk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

9) Melakukan pengawasa.n dan pemantauan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan 
secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain: 
a) Pemantauan berbasis komunitas; 
b) Audit berbasis komunitas; 
c) Pengembangan unit pengaduan di Desa; 



d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk 
penyelesaian masalah secara mandiri o\eh Desa; 

e) Pengembangan kapasitas paralegal Desa 
ij Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk 

pertanggungjawaban dan serah terima basil pembangunan 
Desa; dan 

g) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

H. PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIAYAI 

DANA DESA 

a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan. 
Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya 
diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum dengan 
syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus: 
1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan 

Desa Berdasarkan Hak Asal Usu\ dan Kewenangan Lokal Berskala 
Deaa; 

2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 
d= 

3) termasuk dalam Jingkup urusan pembangunan Desa dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa 
Dalam hal Deaa bennaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan untuk pembangunan kantor desa bagi desa yang belum 
memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, 
dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa 
scbagaimana dratur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat 
penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat 
dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan 
masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.. 



I. CONTOH MODEL PRIORITAS PENGGUNAAN DANA CESA TAHUN 2018 

: CESA PEGUNUNGAN/OATARAN TINGGI 
/PERTANIAN PANGAN, TERTINGGAL DAN SANGAT 

TERTINOGAL 

: PERTANIAN SAYUR MAYUR{KENTANG, KOL, 

WORTEL DLL) 

: SULAWESI SELATAN 

: BONE 

PRODUK UNGGULAN 

PROPJNSI 
KABUPATEN 

KECAMATAN 

DESA 
TIPOLOGI 

. . . . . . .  

Bidan I Ke iatan I Tuiuan 
A. Pemban nan Deaa 

I. pembangunan, •• pembangunan/pengadaan - memenuhi dan 
pengembangan dan tendon air /bak mendekatkan akses 
pemeliharaan sarana penampung air hujan kubutuhan air bersih 
prasarana atau air bersih dari untuk penduduk Desa; 
lingkungan sumber mata air. - membangun/pengadaan 
pennukiman baru untuk bak 

eenamoune air huian 
b. pemeliharaan saluran air . mencegah 

bersih dari sumber mata kerusakansaluran air 
air ke rumah-rumah bersih 
penduduk . menjamin 

pemenuhankebutuhan 
air bersih 
untukcenduduk 

2. pembangunan, a. pembangunan jalan poros . meningkatkan kualitas 
pengembangan dan De,a jalan poros Desa; 
pemeliharaan sarana . memudahkan dislribusi 
prasarana hasil ""'rtanian. 
transportasi b. pembangunan jalan . meningkatkan kualitas 

lingkungan Desa jalan lingkungan Desa; 
. memudahkan 

transportasi hasil 
...... rtanian. 

3. pembangunan, membangun pembangkit . memaksimalkan 
pengembangan dan listrik tenaga mikro hidro pemanfaatan 
pemeliharaan sarana dan biogas sumberdaya sungai 
prasarana energi. untuk pemenuhan 

energi di Desa. 
. memaksimalkan 

pemanfaatan kotoran 
temak. 

4. pembangunan, Pengadaan, pembangunan Mewujudkan e-govemment 

pengembangan dan dan pengembangan sistem d; 

pemeliharaan sarana infonnasi dan komunikasi Deea. 

prasarana informasi Desa 
dan komunikasi. 

5. pembangunan, a. Pembangunan mendorong optimalisasi 
pengembangan dan poskesdes,polindes dan kegiatan pelayanan 
pemeliharaan sarana saw svandu. . kesehatanmas arakat. 
nrasarana kesehatan b. n daan alat-alat Pemenuhan ralatan 



masyarakat kesehatan untuk kesehatan masyarakat 
ecekesdee J ecnndee Desa. 

,. Pengadaan kebutuhan Pemenuhan kebutuhan 
med.is (obat-obatan, med.is dalam mendukung 
vitamin, makan keeehetan masyarakat 
tambahan, dan Jain-lain) oeee. 

dalam mendukung 
kesehatan masyarakat 
DeM. 

6. pembangunan, Pembangunan dan memenuhi kebutuhan 
pengembangan dan pengembangan gedung PAUD pendidikan dasar untuk 
pemeliharaan sarana anak balita/usia dini; 
prasarana 
pendidikan, sosial 
dan kebudavaan 

7. pengadaan, a. pembibitan tanaman - mengurangi tingginya 
pembangunan, sayur-sayuran biaya produksi 
pengembangan dan pengolahan hasil 
pemeliharaan sarana pertanian. 
prasa.rana usaha - meningkatkan 
ekonomi pertanian eendaoatan tani sa··ur 
yang berskala b. pembangunan pasar sayur - meningkatkan akses 
produkti( dan usaha mayur pemasaran basil 
ekonomi lainnya produksi pertanian 
yang meliputi - meningkatkan 
produksi, distribusi eendaaatan tani � 
dan pemasaran ,. pembangunan kandang - mengembangkan usaha 
untuk ketahanan temak petemakan pendukung 
pangan, usaha pertanian 

- meningkatkan 
pendapatan petemak 
dan eetent sa ur 

d. pembangunan sarana mendorong kesadaran 
prasarana pengolahan petani memanfaatkan 
kompos/pupuk kandang pupuk organik; 
untuk eueuk creanik. 

8. program/kegiatan 
Jainya yang sesuai 
dengan Desa yang 
diputuskan dalam 
musyawarah Oesa 

B. Pemberda aan Ma�nltat Desa 
Meningkatkan usaha I. Oukungan a. Pendirian dan 

kegiatan ekonomi pengembangan BUM ekonomi di Oesa. 
baik yang Desa I BUM Desa Bersama. 
dikembangkan oleh b. pelatihan manajemen meningkatkan pengetahuan 
BUM Desa/BUM Oesa usaha BUM Desa/BUM dan keterampilan pengurus 
Bersama. Oesa Bersama. atau anggota dalam 

mengembangkan usaha 
ekonomi di Oesa 

e. bantuan pennodalan membantu pengembangan 
usaha ekonomi di Cesa. 



2. Peningkatan a. pelatihan pertanian . meningkatkan 
kapasitas pelaku organik keterampilan penduduk 
usaha ekonomi Desa . mengelo\a pertanian 
melalui pelatihan dan organik; 
pemagangan. . meningkatkan nilai 

tambah komiditas 
ekonomi lokal. 

b. Pelatihan penggunaan memberikan pcngetahuan 
sarana prasarana penggunaan sarana 
produksi pertanian dan prasarana produksi 
usaha ekonomi lainnya pertanian dan usaha 

ekonomi tatnnva 
3. bantuan a. pelatihan peningkatan merevitalisasi tradisi 

peningkatan kualitas musyawarah/ lumbung 
kapas.itas untuk rembug warga untuk padi Desa; 
program dan kegiatan menfungsikan kembali 
ketahanan pangan tradisi lumbung 
De,a padi/hasil pertanian 

ietonve. 

b. pelatihan pengolahan dan meningkatkan pengetahuan 
pemasaran hasil pertanian masyarakat terhadap 
dan usaha ekonomi berbagai aneka dan cara 
lainnya. pengolahan hasil pertanian 

dan usaha ekonomi 
lainnva. 

4. pengorganisasian a. pelatihan paralegal Desa. meningkatkan kemampuan 
masyarakat, fasilitasi, masyarakat dan Cesa 
bantuan hukum menyelesaikan sengketa 
masyarakat dan hukum secara mandiri 
pelatihan paralegal di tan pa melalui jalur 
Desa ! eenaadilan 

b. pelatihan penyelesaian . meningkatkan 
mediasi sengketa hukum penyelesaian sengketa 
berkaitan pengelolaan aset hukum dalam 
Desa serta penyimpangan penggunaan 
penggunaan keuangan aset Desa. 
dan aset Desa. . meningkatkan 

pencegahan dan 
eenaneanan koruoet 

5. Sosialisasi dan Sosialisasi ancaman meluaskan pemahaman 
edukasi kesehatan penyakit di Desa. masyarakat Desa tentang 
masyarakat. ancaman eenvejot di Desa. 

b. Edukasi gerakan hidup mendorong perilaku hidup 
bersih dan sehat di Desa. bersih dan sehat. 

6. program/kegiatan 
lainya yang sesuai 
dengan analisis 
kebutuhan dan 
kondisi Desa yang 
diputuskan dalam 
musvawarah Desa . 



PROPINSI 

KABUPATEN 

KECAMATAN 

DESA 

TIPOLCGJ 

PRODUK UNGGULAN 

: SULAWESI SELATAN 

:BONE 
. 

. . .  .  .  .  .  .  . .  

.  

.  .  .  .  

:  DESA DARATAN/HAMPARAN,TANAMAN 

PANGAN/INDUSTRI BAHAN PANGAN, 

BERKEMBANG 
: PERTANIAN PANGAN DAN INDUSTRI BAHAN 

PANGAN (BERAS, JAGUNG) 

Bid an I Ke Iatan I Tuiuan 
A. Pemban�nan Deaa 
I. pembangunan, a. pembangunan jalan - meningkatkan 

pengembangan dan Desa. kualitasjalan 
pemeliharaan sa.rana Desa; 
prasarana - memudahkan 
lingkungan akses 
permukiman -·nnukiman. 

b. pengadaan dan mendorong 
pengembangan sa.rana masyarakat 
prasarana bertanggungjawa 
pembuangansampah b 

Desa/ bank sampah terhadap 
Desa. pengelolaan 

sampah secara 
mandiri. 

c. Pengadaan dan mendorong 
pengembangan sarana kemanfaatan 
prasarana daur ulang daur 
Sampah ulang sampah 

untuk 
mengurangi 
pencemaran 
linekunaan 

2. pengadaan, •- pembangunan dan - menjamin 
pembangunan,penge pemeliharaan saluran kelancaran 
mbangan dan irigasi tersier. pasokan air ke 
pemeliharaan sarana areal pertanian. 
prasarana produksi - menjaga 
danpemasaran hasil kualitas 
usaha pertanian bangunan 

sa.luran irieasi, 
b. Pembangunan dan • Mendorongpeng 

pemeliharaan sarana embangan 
prasarana pembibitan pusat 
tanaman pangan pembibitan 

tanaman 
pangan 

- Mengurangi 
ketergantungan 
petani terhadap 
bibit -abrikan. 

c. mban nan dan - mendoron 



pengembangansarana kesadaran 
prasarana pengolahan masyarakat 
pupuk petani dalam 
kandang/kompos/bank menggunakan 
kompos. ,pupuk 

kandang/komp 
os/bank 
kcrncos: 

d. pembangunan sarana - memudahkan 
prasaranapengolahan akses petani 
hasil pertanian sena padi/jagung 
pengadaan mesin pada pusat- 
penggilingan padidan pusat 
mesin penepung hijl- penggilingan 
bijian padi/jagung; 

• mengurangi 
biaya produksi 
tinggi 
pengolahan 
hasil rtanian. 

•- pembangunan ruang menyediakan 
promosiproduk hasil ruang promosi 
pertanian hasil produksi 

eertanian 

3. pengadaan, a. pcmbangunan penyediaan 
pembangunan,penge posyandu/poskesdes/poli pelayanan 
mbangan dan ndes kesehatan 
pemeliharaan masyarakat Desa. 
sarana prasarana 
kesehatan 
mesveraket 

b. pengadaan alat-alat Pemenuhan 
kesehatanuntuk peralatan 
poskesdes/polindes kesehatan 

masyarakat 
Deea. 

,. Pengadaan kebutuhan Pemenuhan 
med is kebutuhan 
(obatobatan, vitamin, medisdalam 
makan tambahan,dan mendukung 
lain-lain) dalam kesehatan 
mendukung kesehatan masyarakat 
mas .. arakat Desa. Dese. 

4. pembangunan, 
·- 

Pembangunan dan Pemenuhan 
pengembangan dan pengembangan PAUD kebutuhan 
pemeliharaan aarana pendidikan dasar 
prasarana untuk anak 
pendidikan, sosial balita/usia dini; 
dan kebudayaan 

b. pembangunan dan Penyediaan 
pengembangan informasi 
perpustakaan Oesa dalam 

meningkatkan 
pengetahuan 
mesvarakar 



Desa. 

,_ pembangunan dan • menggerakkan 
pengembangan taman kembali seni 
seni/musium Oesa. ,tradisi rakyat 

Desa; 
- memrasilitasi 

pelestarian seni 
tradisi rakyat 
dan 
peninggalan 
benda-benda 
purbakala dan 
bersejarah. 

d. memperbaiki bangunan melestarikan 
cagar budaya (misalnya situs-situs 
penden,candi,sarkofagus, budaya. 
dan lain-lain) 

5. pembangunan dan 
·- 

membangun rintisan memaksimalkan 
pengembangan listrik tenaga mikrohidro, kemanfaatan 
sarana prasarana tenaga surya, dan biogas sumber daya 
energi baru alam untuk 
terbarukan serta penerangan 
kegiatan Oeu. 
pelestarian 
lingkungan hidup b. membangun sumur - menjaga 

resapan keberlanjutan 
air permukaan; 

- mencegah 
banjir dan 
menjaga 
kualitas air 
tanah. 

6. program/kegiatan 
Jainya yang sesuai 
dengan analisis 
kebutuhan dan 
kondisi Oesa yang 
diputuskan da1am 
musyawarah Oesa 

B. P•mberda an Maa nkat Deaa 

I. Oukungan kegiatan 
·- 

pengembangan usaha - meningkatkan 
ekonomi baik yang perdagangan yang akses pasar 
dikembangkan oleh dikelola oleh BUM petani yang 
BUM Oesa/BUM Oesa/BUM dikelola secara 
Desa Bersama. Oesa Bersama. bersama-sama 

- meningkatkan 
nilai tambah 
komiditas 

. ekonomi lokal 
b. men in katkan - Mem rkuat 



penyertaan modal di BUM permodalan 
Desa/BUM Desa BUM Desayang 
Bersama. dimiliki Desa 

- Meningkatkan 
, keuntungan 

BUM Desa 
untuk 
penambahan 
Pendapatan Asli 
neee 

,. pelatihan manajemen meningkatkan 
perencanaan bisnis kapasitas 
dalam pengelolaan BUM pengelola BUM 
Desa /BUM Desa Desa/BUM Desa 
Bersama. Bersama. 

d. pengembangan kerjasama . meningkatkan 
perdagangan antar BUM sumber-sumber 
Desa. penerimaan 

Desa dengan 
mengembangka 
n kerjasama 
antar BUM 
Desa; 

- memperluas 
wilayah pasar 
dan 

meningkatkan 
daya tawar 
BUM Desa 

2. Peningkatan investasi a. pelatihan pengolahan . meningkatkan 
ekonomi Desa melalui bahan pangan keterampilan 
pengadaan, pendudukdi 
pengembangan atau pengolahan 
bantuan alat-alat hasil pertanian 
produksi, pangan; 
permodalan, . meningkatkan 
pemasaran dan nilai tambah 
peningkatan komiditas 
kapasitas melalui ekonomi lokal. 
pelatihan dan b. Pembentukan pos - meningkatkan 
pemagangan. pelayanan teknologi kuantitas dan 

perdesaan untuk kualitas 
penerapan teknologi tepat pengolahan hasil 
guna pengolahan hasil pertanian 
pertanian tanaman - meningkatkan 
pangan nilai tambah 

komoditas 
ekonomi lokal 

,. pengadaan induk sapi . meningkatkan 
dan inseminasi buatan kemand irian 
yang dikelola oleh petani dalam 
gabungan kelompok tani menyediakan 

pupuk kandang 
. menci - takan 



pendapatan 
tambahan bagi 
..... tani 

d. pameran basil produksi mengenalkan 
pengetolahan tanaman p(Oduk 
pangan kerajinan dan 

industri 
rumah tangga 
kepada 
eaaar. 

,. pelatihan e-marketing memperkuat 
dan pembuatan website kapasitas strategi 
untukpemasaran hasil pemasaran 
prcdukes produk Iokal 
eertenten Cesa. 

3. bantuan a. musyawarah/rembug menghidupkan 
peningkatan warga untuk lumbung 
kapasitasuntuk menfungsikan kembali Cesa untuk 
program dan kcgiatan tradisi lumbung ketabanan 
kctahanan pangan padi/basil pertanian pangan 
De,a la.innva. 

b. pelatiban teknologi tepat mcningkatkan 
gunapengolahan dan pengetahuan 
penyimpananbahan masyarakat 
pangan basil pertanian. tentang teknologi 

pengolahan basil 
pertanian untuk 
ketahanan 

•=· 
4. pengorganisasian a. pclatiban paralegal Cesa. meningkatkan 

masyarakat, fasilitasi, kcmampuan 
bantuan bukum ne .. 

masyarakat dan mcnyelesaikan 
pelatiban para legal di sengketa 
o, .. hukum seeara 

mandiri 
tanpa mclalui 
jalur 

n adilan 
b. pelatiban penyclesaian - Meningkatkan 

mediasi sengketa hukum penyelesaian 
berkaitan pengelolaan sengkctahukum 
aset Cesa serta dalam 
penyimpangan penggunaan 
penggunaan keuangan aset Dcsa. 
dan aset Cesa. - meningkatkan 

pencegahan dan 
penanganan 
kcrucet 

5. promosi dan edukasi sosialisasi dampak negatif meningkatkan 
kesebatan masyarakat pupuk kimia tcrhadap pencegahan 
serta gcrakan bidup kesebatan manusia dampak negatif 
bersih dan sehat. -u-uk kimia· 

6. peningkatan kapasitas pelatiban pemanfaatan pengembangan 
kc lorn k mas··arakat limbah oreanik rumah ,n, · altematif 

• 



untuk energi tangga dan pertanian serta untuk 
terbarukan dan limbah petemakan untuk pengolahan 
pelestarian lingkungan energ biogas hasil pertanian 
hiduc 

7. program/kegiatan 
. 

lainya yang sesuai 
dengan analisia 
kebutuhan dan 
kondisi Desa yang 
diputuskan da]am 
muevawarah Cesa 



PROPINSI 

KABUPATEN 

KECAMATAN 

DESA 
TJPOLOGI 

PRODUK UNGGULAN 

: SULAWESI SELATAN 

:BONE 

. 

. . . . 

: OESA PESISIR, MINA-LAUT, MANOIRI/MAJU 

: DESA WISATA 

Bid an I Ke tan I Tuiuan 
A. Pemban nanDeu 

I. pembangunan, a. pembangunan tembok . Memperkuat 
pengembangan dan laut kawasan wisata laut. tebing/bibir 
pemeliharaan sarana pantai lokasi 
prasarana wisata pantai; 
lingkungan • Mengurangi 
permukiman ancaman abrasi 

erosi pantai; 
• Mengembangka 

n keindahan 
kawasan 
•0•dan tai. 

b. Rehabilitasi dan . Meningkatkan 
pemeliharaan jogging kenyaman 
track wisatawan. wisatawan. 

. Meningkatkan 
kesehatan 
warga 
masyarakat 
DeM 

2. Pembangunan, a. pembangunan tambahan • Mengembangka 
pengembangan dan ruang rawat inap n fasilitas 
pemeliharaan sarana Poskesdes (posyandu lay an an 
dan prasarana apung/perahu). kesehatan 
kesehatan untuk 
masyarakat masyarakat dan 

wisatawan. 
• Menyiapkan 

unit untuk 
penanganan 
darurat. 

b. rehabilitasi dan • Memberikan 
penambahan unit fasilitas kenyamanan 
jamban publik. fasilitas publik 

• Mengurangi 
prilaku 
masyarakat dan 
wisatawan BAB 
sembaran 

,. pengadaan tambahan · Melengkapi 
peralatan kesehatan kebutuhan 
untuk poskesdes. saran a 

prasarana 
. kesehatan 

3. Pembangunan, a. Membangun panggung · Menyediakan 
�em ban ndan hiburan di ruan- -ublik arena untuk 



pemeliharaan sarana pantai. atraksi seni 
dan prasarana budaya di 
pendidikan, sosial kawasan pantai. 
dan kebudavaan 

b. Penambahan bahan· • ,Mencukupi 
bahan promosi dan buku kebutuhan 
pendidikan tentang informasi dan 
pantai dan laut. pengetahuan 

wisatawan 
ten tang 
terumbu 
karang, penyu, 
ikan dan jenis 
flora/fauna 
lainnya terkait 
paket wisata 

mtai dan laut. 
,. membangun rasilitas · menyediakan 

penunjang acara tradisi ruang terbuka 
"sedekah laur". yang aman dan 

nyaman bagi 
kegiatan budaya 
lokal yang 
memiliki nilai 
wisata; 

• mendorong 
interaksi sosial 
dan budaya 
lokal tetap 
terteea. 

4. pengembangan usaha a. membangun pusat · mendorong 
ekonomi masyarakat, budidaya, pembenihan kemampuan 
meliputi dan keramba ikan nelayan 
pembangunan dan kerapu, konservasi tukik budidaya untuk 
pemeliharaan sarana penyu dan terumbu mencukupi 
dan prasarana karang kebutuhan 
produksi dan benih dan 
distribusi produksi ikan; 

• mengembangka 
n tempat 
konservasi dan 
fasilitas paket 
wisata; 

· mendorong 
meningkatnya 
pendapatan 
petani/nelayan 
dan sekaligus 
PA Des. 

b. rehabilitasi dan perluasan • membuka akses 
tambatan perahu. dan 

meningkatkan 

. 

produksi 
tangkapan; 

• menin tkan 



pelayanan 
wisata 
memancing; 

- mendorong 
,meningkatnya 
PADes. 

,. rehab pasar ikan milik - meningkatkan 
Desa pelayanan 

transaksi hasil 
Iaut; 

- mengembangka 
n potensi 
interaksi warga 
- wisatawan 
untuk membeli 
produksi laut 
segar; 

- mendorong 
meningkatnya 
PADes. 

5. pembangunan dan a. pelestarian/perlindungan . melestarikan 
pengembangan penyu dan terumbu penyu; 
sarana prasarana karang. . melestarikan 
energi baru terumbu 
terbarukan serta karang; 
kegiatan . meningkatkan 
pelestarian kemanfaatan 
lingkungan hidup aset Cesa; 

. mengembangka 
n paket wisata 
bahari; 

. meningkatkan 
PADes. 

b. pembibitan/penanaman . mengurangi 
cemara laut dan bakau. resiko 

pengikisan 
pantai; bencana 
perembesan air 
laut kc sumur 
wargadan 
penahan alami 
bencana 
tsunami; 

. mengembangka 
n paket wisata 
bahari; 

. mcningkatkan 
PA Des. 

,. pengadaan sara.na . menyediakan 
prasarana pengelolaan kcbutuhan 
sampah terpadu bagi perlengkapan 
rumah tangga dan 

. 

pengelolaan 
kawasan wisata. sampah rumah 

tan 
. 



. mcngolah 
sampah dan 
menjadikan 
nilai guna 
limbah untuk 

. 

pengembangan 
energi dan 
kepentingan 
lain. 

6. program kegiatan 
lainya yang sesuai 
dengan kondisi Desa 
yang drputuskan 
dalam musyawarah 
oeee 

B. Pemberda:i!an Mas rakat Den 

1. peningkatan investasi a. pelatihan benih kerapu, . meningkatkan 
ekonomi Desa melalui tukik dan budidaya pengetahuan 
pengadaan, cemara laut dan bakau. dan 

pengembangan atau keterampilan 
bantuan alat-alat budidaya hasil 
produksi, laut dan 
pennodalan, dan konservasi; 
peningkatan . mendorong 
kapasitas melalui produktivitas 
pelatihan dan ekonomi 

pemagangan budidaya laut 
dan konservasi 

b. kursus /pelatihan . meningkatkan 
kerajinan tangan nilai ekonomi 
berbahan baku limbah bahan baku 
laut (kerang, kayu, bakau Iokal; 
dan cemara laut) . meningkatkan 

keterampilan 
membuat 
kerajinan 
tangan 

berbahan lokal. 
,. pelatihan kuliner dan . meningkatkan 

pengembangan makanan pengetahuan 
lokal sebagai komoditas dan kuliner; 
strategi ekonomi-wisata . memproduksi 

olahan hasil 
laut dan 
sejenisnya 
sebagai 
penunjang 
sektor wisata. 

2. dukungan kegiatan a. pelatihan kewirausahaan . mendorong 
ekonomi baik yang Desa untuk pemuda tumbuhnya 
dikembangkan oleh minat 
BUM Desa dan/atau kewirausahaan 
BUM Desa Bersama, . bagi kalangan 
mau-un oleh =muda Desa: 



kelompok dan b. pengembangan bisnis - mendorong 
lembaga ekonomi dan pemetaan kelayakan pemerintah 
masyarakat Desa BUM Desa dan/atau , Desa, BPD dan 
lainnya. BUM Desa Bersama masyarakat 

De,a 

mengetahui 
posisi strategis 
unit bisnis yang 
akan 
dikembangkan 
melalui BUM 
Desa dan/atau 
BUM Desa 
Bersama 

3. bantuan musyawarah/rembug menghidupkan 
peningkatan kapasitas warga untuk kembali tradisi 
untuk program dan memfungsikan kembali ketahanan 
kegiatan ketahanan tradisi lumbung pangan dengan 
pangan padi/hasil pertanian mengembangkan 

lainn"a. lumbun" eedt. 
4. pengorganisasian a. pelatihan paralegal melatih 

masyarakat, fasilitasi, keterampilan 
bantuan hukum warga Desa 
masyarakat dan untuk 
pelatihan paralegal di memetakan dan 
De,a menyelesaikan 

masalah melalui 
jalur di\uar 
eensadilan 

b. pelatihan penyelesaian . melatih 
mediasi sengketa aset di keterampilan 
Desa untuk warga Desa. bagi warga Desa 

ten tang 
penyelesaian 
sengketa aset di 
o, sa 

5. promosi dan edukasi a. festival makanan olahan . mengangkat 
kesehatan masyarakat hasil laut kcunggulan 
serta gerakan hidup ekonomi menu 
bcrsih dan sehat laut; 

. sebagai ruang 
promosi produk 
olahan 
makanan 
bcrbasis 
pctensi lokal; 

. mendorong 
gaya hidup 
sehat ala 
cesisir. 

b. lomba melukis/menulis . mengenalkan 
keindahan alam dan pola hidup 
hidup bcrsih dan sehat bcrsih sejak 
"anak panrai" dini kepada 

anak dan oran_g 



tua; 
. mencari bakat 

, anak·anak 
pantai; 

. et wisata . 
6.dukunganterhadap a. pelatihan pengolahan Membekali 

kegiatan pengelolaan hasil laut dan pantai keterampilan 
pantai untuk untuk petani budidaya pengolahan 
kepentingan Oesa dan nelayan tangkap sumber daya laut 

dan pantai untuk 
para petani dan 
nela .. an 

b. membentuk/memperbah Mendorong berf'u 

arui kelembagaan loka\ ngsinya kembali 
untuk menjaga kelembagaan 
kelestarian pantai dan lokal Desa yang 
laut tennasuk bakau, memiliki peran 
terumbu karang dan terhadap 
wilayah tangkap dan produkai dan 
pelestarian lingkungan pe\estarian 
Jaut Iinekun an Jaut. 

7. program kegiatan 
lainnya yang sesuai 
dengan kondisi Cesa 
dan telah diputuskan 
dalam musyawarah 
I)e,a 



BAB Ill 
PENDAMPINGAN, PEMBINA.AN DAN PELAPORAN 

A. PENDAMPINGAN 

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan 
pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat 
Desa didampingi untuk terlibat aktir dalam penetapan prioritas 
penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai 
kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa. 

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan 
pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan 
pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksa.naan dan pengawasan 
pembangunan Desa. Pendampingan Oesa dilakukan secara bcrjenjang 
sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Cesa secara 
teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten yaitu 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan dapat dibantu oleh 
tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa 
dan/atau pihak ketiga, sebaga.imana diatur daJam peraturan perundang· 
undangan. 

B. PEMBINAAN 
I. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 

penggunaan Dana Desa. yang meliputi menetapkan pengaturan yang 
berkaitan dengan Dana Desa, membuat pedoman teknis kegiatan yang 
dapat didanai dari Dana Desa; melakukan evaluasi dan pengawasan 
pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan memberikan bimbingan, 
supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan 
Dana Desa. 

2. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi: 
a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; 
b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait 

penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan 
c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa. 

C. PEU..PORAN 
Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses 
penyampa.ian data dan/atau infonnasi mengenai perkembangan, 
kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas 
penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan 
prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagimana Format 
Terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-<iokumen sebagai berikut: 

a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usu\ 
dan Kewenangan L.okal Berskala Desa; 

b. Peraturan Desa tentang RKP Desa; 
c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan 
d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa. 



BABIV 

PENUTUP 

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan 

dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Dcsa 

(RKP Dcsa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 

2018. 
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FORMAT LAPORAN BUPATI KEPADA GUBERNUR 
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